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Abstract 

 
General Background: Toll road development requires states to reconcile infrastructure objectives 

with constitutional protection of private property. Specific Background: In Indonesia and Kenya, 

land acquisition for commercially operated toll roads under Public Private Partnership schemes raises 

recurring questions concerning public interest, eminent domain, compensation, participation, and 

judicial protection. Knowledge Gap: Previous research largely addressed consultation, social 

conflict, or property protection within a single jurisdiction and did not comparatively examine 

commercial toll road acquisition across civil law and common law systems. Aims: This normative legal 

study compares statutory rules, constitutional provisions, legal doctrines, and jurisprudence 

governing toll road land acquisition in Indonesia and Kenya through comparative and conceptual 

approaches. Results: Both jurisdictions face difficulties in defining public interest and securing fair 

compensation for commercially operated infrastructure; Indonesia emphasizes procedural certainty, 

whereas Kenya allows broader substantive judicial review. Novelty: The study connects divergent 

legal traditions within one comparative framework focused specifically on eminent domain for 

commercial toll road partnerships. Implications: A balanced legal model requires proportionality, 

meaningful public participation, comprehensive compensation, livelihood-sensitive protection for 

vulnerable groups, and effective judicial safeguards. 

 
Highlights: 

 
One jurisdiction prioritizes procedural certainty, while the other permits broader substantive 

judicial review. 

Commercial infrastructure schemes complicate definitions of public interest and fair 

compensation. 

Proportionality, meaningful participation, comprehensive payment, and court protection form 

the proposed model. 
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Pendahuluan 

Pembangunan infrastruktur jalan tol menjadi instrumen kebijakan publik yang menautkan pertumbuhan ekonomi dengan 

konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (compulsory  

acquisition/eminent domain) merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan negara mengambil alih hak kepemilikan 

privat dengan kewajiban memberikan ganti kerugian [1]. Prinsip ini memperoleh legitimasi internasional melalui Pasal 17 

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 yang menyatakan bahwa “Everyone has the right to own property 

alone as well as in association with others” dan “No one shall be arbitrarily deprived of his property.” Ketentuan tersebut 

menunjukkan bahwa hak milik diakui sebagai hak fundamental, namun tidak bersifat absolut karena masih dapat dibatasi 

sepanjang tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, persoalan utama dalam pengadaan tanah bukan 

terletak pada keberadaan kewenangan negara itu sendiri, melainkan pada bagaimana keseimbangan antara kepentingan 

publik dan perlindungan hak milik individu diwujudkan secara adil. 

 
Pasal 1 Protocol No. 1 European Convention on Human Rights menegaskan bahwa setiap orang berhak menikmati harta 

bendanya secara damai dan tidak boleh dirampas kecuali untuk kepentingan umum serta sesuai dengan hukum dan prinsip-

prinsip umum hukum internasional. Ketentuan ini melahirkan prinsip fair balance, yaitu kewajiban negara untuk menjaga 

proporsionalitas antara tujuan publik yang hendak dicapai dan beban yang ditanggung pemilik tanah [2]. Prinsip ini 

menempatkan hak milik sebagai hak yang dapat dibatasi, tetapi pembatasannya harus memenuhi syarat legalitas, kebutuhan 

publik, dan kompensasi yang memadai [3]. Konflik pengadaan tanah umumnya muncul ketika negara memperluas tafsir 

kepentingan umum tanpa diimbangi mekanisme perlindungan prosedural yang efektif bagi masyarakat terdampak [4]. 

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari penyelesaian proyek, tetapi juga dari 

tingkat perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang tanahnya diambil untuk pembangunan. 

 
Indonesia telah mengadopsi kerangka hukum pengadaan tanah yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan pembangunan 

dan perlindungan hak masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Cipta Kerja. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 secara eksplisit menyatakan bahwa pengadaan tanah 

diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, 

namun ketentuan ini tidak dilengkapi dengan parameter objektif untuk mengukur keseimbangan tersebut. Melalui Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023, definisi kepentingan umum diperluas secara signifikan sehingga mencakup proyek 

infrastruktur yang dioperasikan secara komersial dalam skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU) [5]. 

Perluasan ini berpotensi mengaburkan batasan moral antara kepentingan publik yang otentik dan kepentingan komersial 

yang menggunakan kewenangan negara untuk mengakuisisi properti privat. Dalam implementasi proyek jalan tol Trans-

Jawa dan Trans-Sumatera, persoalan ganti kerugian yang tidak sepadan serta keterlambatan konsultasi publik masih 

menjadi residu masalah yang mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap proses eminent domain. 

 
Di sisi lain, Kenya juga menghadapi tantangan serupa dalam pelaksanaan pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur, 

termasuk pembangunan Nairobi Expressway yang merupakan proyek jalan tol pertama dengan skema Public-Private 

Partnership (PPP) [6]. Article 40(3) Constitution of Kenya 2010 secara tegas mengatur bahwa perampasan hak milik hanya 

dapat dilakukan demi kepentingan publik, dan harus diikuti oleh pemberian ganti rugi yang segera, penuh, dan adil (prompt, 

full, and just compensation). Ketentuan konstitusional ini dijabarkan lebih lanjut dalam Land Act No. 6 of 2012, khususnya 

Part VIII mengenai Compulsory Acquisition, yang mencabut Land Acquisition Act (Cap. 295) karena dinilai tidak memadai 

dalam melindungi hak-hak warga negara. Namun, National Land Commission (NLC) sebagai lembaga independen yang 

bertanggung jawab melaksanakan pengadaan lahan menghadapi tantangan serius berupa tidak adanya transparansi dalam 

proses penilaian ganti rugi (valuation disputes) yang memicu konflik berkepanjangan antara pemerintah dan masyarakat 

terdampak [7]. Kelompok rentan, termasuk penduduk informal (informal settlers) dan masyarakat tanpa dokumen hak 

formal, mengalami kesulitan akses keadilan karena proses pembuktian kepemilikan yang rumit dan mahal. 

 
Indonesia dan Kenya merupakan negara berkembang yang secara simulan mendorong pembangunan jalan tol berskala 

nasional melalui pengadaan tanah, namun beroperasi dalam tradisi hukum yang berbeda. Indonesia mengikuti tradisi civil 

law warisan Belanda yang bercirikan kodifikasi normatif dan peran terbatas yurisprudensi [8], sementara Kenya menganut 

tradisi common law warisan Inggris dengan doktrin precedent yang kuat dan fleksibilitas hakim dalam mengembangkan 

hukum melalui putusan pengadilan [9]. Perbedaan sistem hukum ini menghasilkan variasi dalam konstruksi norma 

pengadaan tanah, mekanisme ganti rugi, serta derajat perlindungan terhadap hak milik dari potensi penyalahgunaan 

kewenangan negara. Selain itu, keterlibatan skema Public-Private Partnership (PPP) dalam pembangunan jalan tol di kedua 

negara menimbulkan pertanyaan normatif mengenai batas-batas konsep kepentingan umum ketika proyek yang dibangun 

juga memiliki orientasi komersial. Dalam konteks ini, pengujian terhadap legitimasi pencabutan hak milik menjadi penting 

untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan negara tidak bergeser menjadi instrumen yang semata-mata 

mendukung kepentingan ekonomi. 

 
Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen hukum pengadaan tanah di 

Indonesia dan Kenya mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perlindungan hak 

milik privat. Penelitian ini berangkat dari konsep balancing public interest and property rights, yaitu pendekatan yang 

menempatkan kepentingan publik dan hak individu sebagai dua kepentingan konstitusional yang harus dipertemukan secara 

proporsional. Kajian komparatif diperlukan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum 

dalam menjamin keadilan prosedural maupun keadilan substantif bagi pemilik tanah. Di samping itu, penelitian ini juga 

berupaya menelaah bagaimana konsep State’s Eminent Domain diterapkan dalam proyek jalan tol yang bersifat komersial 

tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia atas kepemilikan tanah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 
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kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum pengadaan tanah serta menawarkan rekomendasi normatif bagi 

perbaikan kebijakan pembangunan infrastruktur di negara berkembang. 

 
Penelitian tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah dilakukan sebelumnya dengan berbagai pendekatan. 

Senia Dwi Astuti dan Diyan Isnaeni dalam Journal of Law, Politic and Humanities menyoroti pentingnya konsultasi publik 

sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat dalam pengadaan tanah jalan tol di Indonesia, serta menemukan bahwa 

efektivitas partisipasi publik masih bergantung pada implementasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait [10]. 

Tafadzwa Mambiravana dkk., dalam Interdisciplinary Journal of Sociality Studies menunjukkan bahwa konflik pengadaan 

tanah muncul akibat benturan antara kepentingan pembangunan infrastruktur dan hak-hak masyarakat lokal, terutama 

ketika proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya mengakomodasi aspirasi komunitas terdampak [11]. Sementara itu, 

Aarce Tehupeiory dkk., dalam Land Acquisition for Public Interest: Balancing State Control and Individual Property Rights 

menegaskan bahwa keseimbangan antara kewenangan negara dan hak milik individu merupakan elemen fundamental dalam 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan penekanan pada pentingnya ganti kerugian yang adil dan perlindungan 

hak konstitusional warga negara [12]. Meskipun demikian, ketiga penelitian tersebut umumnya berfokus pada satu 

yurisdiksi atau isu tertentu sehingga belum mengkaji secara komparatif bagaimana konsep eminent domain, definisi 

kepentingan umum, mekanisme kompensasi, dan penyelesaian sengketa diterapkan dalam proyek jalan tol komersial 

berbasis Public-Private Partnership (PPP) pada negara dengan tradisi hukum yang berbeda. 

 
Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang menghubungkan rezim pengadaan tanah Indonesia dan 

Kenya dalam konteks proyek jalan tol komersial berbasis KPBU/PPP melalui perspektif keseimbangan antara public interest 

dan property rights. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas aspek konsultasi publik, konflik 

sosial, atau perlindungan hak milik dalam satu sistem hukum, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk membandingkan 

konstruksi normatif dan implementasi prinsip eminent domain dalam sistem civil law Indonesia dan common law Kenya, 

terutama terkait batasan definisi “kepentingan umum” dan parameter ganti kerugian yang layak. Selain itu, tujuan 

penelitian ini juga untuk menganalisis perbedaan karakteristik mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan tanah pada 

kedua tradisi hukum tersebut untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem. Penelitian ini 

diarahkan untuk merumuskan model hukum yang ideal guna menyeimbangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur 

sebagai kepentingan publik dengan perlindungan hak milik privat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh 

hukum nasional dan internasional. 

 

Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis pengaturan dan implementasi prinsip 

eminent domain dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol komersial di Indonesia dan Kenya. Penelitian hukum 

normatif dipilih karena objek kajian utama penelitian ini adalah norma hukum yang mengatur hubungan antara kewenangan 

negara dalam pengadaan tanah dan perlindungan hak milik privat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan komparatif digunakan 

untuk membandingkan konstruksi hukum pengadaan tanah, mekanisme kompensasi, serta penyelesaian sengketa antara 

Indonesia yang menganut sistem civil law dan Kenya yang menganut sistem common law. Pemilihan Indonesia dan Kenya 

sebagai objek penelitian komparatif didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik. Pertama, kedua negara merupakan 

negara berkembang (developing countries) yang sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya 

jalan tol, sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas nasional. Kondisi 

tersebut menyebabkan kebutuhan pengadaan tanah menjadi isu hukum yang sangat strategis di kedua negara. Kedua, 

Indonesia dan Kenya memiliki karakteristik sistem hukum yang berbeda. Indonesia menganut tradisi civil law yang 

menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, sedangkan Kenya menganut tradisi common 

law yang memberikan peran penting terhadap preseden pengadilan dalam pembentukan hukum. Perbedaan tersebut 

memberikan ruang analisis yang komprehensif mengenai bagaimana dua sistem hukum yang berbeda mengatur 

pelaksanaan eminent domain atau compulsory acquisition serta memberikan perlindungan terhadap hak milik privat. Ketiga, 

kedua negara sama-sama mengakui hak milik sebagai hak konstitusional, namun memberikan kewenangan kepada negara 

untuk melakukan pengadaan tanah demi kepentingan umum dengan syarat adanya dasar hukum yang jelas, tujuan publik 

yang sah, serta pemberian kompensasi yang layak dan adil. Meskipun memiliki prinsip dasar yang serupa, implementasi 

mekanisme penilaian ganti kerugian, partisipasi masyarakat, dan penyelesaian sengketa menunjukkan karakteristik yang 

berbeda sehingga menarik untuk dibandingkan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis 

konsep public interest, property rights, eminent domain, compulsory acquisition, keadilan prosedural, dan keadilan 

substantif sebagai landasan teoritis dalam menilai keseimbangan antara kepentingan publik dan hak milik privat. 

 
Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Constitution of Kenya 2010, serta Land Act No. 6 of 2012 khususnya Part VIII mengenai Compulsory Acquisition. Selain itu, 

penelitian ini juga menggunakan instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Universal Declaration of Human 

Rights 1948 dan Protocol No. 1 European Convention on Human Rights sebagai bahan rujukan dalam menilai standar 

perlindungan hak milik. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah bereputasi, buku hukum, hasil penelitian, laporan 

lembaga internasional, dan artikel akademik yang membahas pengadaan tanah, eminent domain, public interest, property 

rights, serta pembangunan infrastruktur berbasis Public-Private Partnership (PPP). Bahan hukum sekunder tersebut 

digunakan untuk memperkuat analisis terhadap perkembangan doktrin, teori, dan praktik pengadaan tanah di kedua 

negara. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, legal dictionary, dan sumber referensi 

lain yang membantu menjelaskan terminologi serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. 
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Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi seluruh bahan 

hukum sesuai dengan fokus penelitian mengenai pengadaan tanah jalan tol di Indonesia dan Kenya. Seluruh bahan hukum 

yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu konsep kepentingan umum, kompensasi atau ganti 

kerugian, perlindungan hak milik, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Proses pengolahan data juga dilakukan dengan 

menelaah keterkaitan antara norma hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan dengan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode 

interpretasi hukum dan penalaran deduktif untuk memahami makna serta implikasi norma hukum yang berlaku. 

Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikombinasikan dengan argumentasi komparatif guna mengidentifikasi persamaan, 

perbedaan, kelebihan, dan kelemahan sistem hukum Indonesia dan Kenya, serta merumuskan model hukum yang ideal 

dalam menyeimbangkan kepentingan publik dan perlindungan hak milik privat. 

 

Hasil dan Pembahasan 

A. Perbandingan Konstruksi Normatif dan Implementasi Prinsip Eminent Domain dalam 

Pengadaan Tanah Jalan Tol antara Indonesia dan Kenya 

Eminent domain merupakan kekuasaan inheren negara (inherent power of the state) untuk mengambil alih hak milik privat 

demi kepentingan publik dengan memberi ganti kerugian yang layak [13]. Kewenangan ini bersumber dari konsepsi 

kedaulatan negara (state sovereignty) dan tidak memerlukan persetujuan pemilik tanah sebagai syarat sahnya 

pengambilalihan. Namun, kewenangan ini tidak bersifat mutlak karena selalu beroperasi dalam ketegangan dengan prinsip 

perlindungan hak milik yang diakui dalam hukum domestik maupun internasional. Ketegangan antara kewenangan negara 

dan hak milik privat menjadi isu sentral dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol [14]. Oleh 

karena itu, legitimasi penggunaan eminent domain tidak hanya ditentukan oleh tujuan pembangunan yang hendak dicapai, 

tetapi juga oleh kualitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik tanah yang terdampak. 

 
Kewenangan eminent domain sebagai kekuasaan inheren negara untuk mengambil alih hak milik privat demi kepentingan 

publik tidak dapat dilepaskan dari prinsip proporsionalitas yang dikembangkan oleh Robert Alexy dalam tradisi hukum 

Eropa kontinental. Robert Alexy menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak fundamental hanya dapat dibenarkan apabila 

memenuhi tiga syarat, yaitu suitability, necessity, dan proportionality stricto sensu (keseimbangan antara manfaat publik 

dan beban yang ditanggung individu) [15]. Prinsip suitability mensyaratkan bahwa tindakan negara harus mampu mencapai 

tujuan yang hendak diwujudkan, sedangkan necessity mengharuskan tidak adanya alternatif lain yang lebih ringan bagi 

pemegang hak. Adapun proportionality stricto sensu menghendaki keseimbangan antara manfaat publik yang diperoleh dan 

kerugian yang dibebankan kepada individu [16]. 

 
Dalam konteks pengadaan tanah untuk jalan tol komersial berbasis KPBU/PPP, penerapan prinsip necessity menjadi sangat 

kritis karena negara harus membuktikan bahwa tidak ada cara lain selain pencabutan hak milik yang dapat mencapai tujuan 

pembangunan infrastruktur tersebut. Apabila proyek jalan tol dapat dilaksanakan dengan cara membeli tanah secara 

sukarela dari pemilik atau dengan merelokasi jalur tol ke area yang tidak memerlukan penggusuran pemukiman warga, 

maka paksaan melalui eminent domain kehilangan justifikasinya. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai 

alat uji untuk membedakan antara pengadaan tanah yang sah secara konstitusional dan perampasan yang bersifat sewenang-

wenang. 

 
Penggunaan eminent domain juga sering dikaitkan dengan asas salus publica suprema lex esto yang berarti kepentingan 

umum merupakan hukum tertinggi [17]. Asas salus publica suprema lex esto memberikan justifikasi bahwa kepentingan 

publik dapat mengesampingkan kepentingan individual dalam kondisi tertentu. Akan tetapi, asas tersebut tidak dapat 

dipahami secara terpisah dari prinsip neminem laedere yang melarang tindakan yang merugikan orang lain tanpa dasar 

yang sah [18] serta prinsip suum cuique tribuere yang menghendaki pemberian hak kepada setiap orang secara 

proporsional [19]. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh dilaksanakan dengan 

mengorbankan hak individu secara berlebihan. 

 
Dalam sistem hukum Indonesia, definisi operasional "kepentingan umum" sebagai dasar legitimasi pengadaan tanah diatur 

dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kepentingan umum adalah 

"kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat." Definisi ini bersifat terbuka dan evaluatif, sehingga memberi ruang interpretasi yang luas bagi 

pemerintah untuk mengkategorikan berbagai proyek sebagai kepentingan umum tanpa parameter objektif yang ketat. Jalan 

tol secara eksplisit disebut dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai salah satu jenis 

pembangunan yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum, tanpa membedakan apakah jalan tol tersebut 

dioperasikan secara gratis atau berbayar melalui mekanisme tarif. Namun, persoalan normatif muncul ketika jalan tol 

dibangun melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), di mana badan usaha swasta memperoleh hak 

konsesi dan memungut tarif tol dari pengguna [20]. Skema ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 

tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, namun regulasi tersebut tidak secara 

eksplisit mengatur perbedaan perlakuan dalam pengadaan tanah antara proyek murni pemerintah dan proyek KPBU. 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta 

Kerja semakin memperluas celah normatif tersebut dengan mengizinkan badan usaha swasta atau BUMN dalam skema 

KPBU untuk bertindak sebagai pihak yang mendanai atau melaksanakan pengadaan tanah secara langsung [21]. Ketentuan 

ini secara implisit mengaburkan batas antara fasilitator publik yang bertindak untuk kepentingan umum dan aktor komersial 

yang memiliki orientasi laba. Celah normatif ini melahirkan pertanyaan terkait apakah kepentingan komersial badan usaha 
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penerima konsesi dapat diidentikkan dengan kepentingan umum sehingga penggunaan eminent domain tetap sah secara 

hukum? Teori fungsi sosial hak milik yang dikembangkan oleh León Duguit menegaskan bahwa hak milik bukanlah hak 

absolut melainkan tunduk pada fungsi sosialnya yang menuntut pembatasan proporsional dengan kemanfaatan sosial yang 

nyata (réelle utilité sociale) [22]. Duguit menekankan bahwa pembatasan hak milik tidak dapat dibenarkan jika hanya 

menggunakan dalih pembangunan yang pada akhirnya menguntungkan pihak swasta tanpa kemanfaatan sosial yang terukur 

[23]. 

 
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 50/PUU-X/2012 yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 menegaskan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus ditujukan bagi kemanfaatan masyarakat 

secara luas dan tidak boleh menjadi sarana memperkaya pihak tertentu [24]. Pertimbangan hukum Mahkamah menunjukkan 

bahwa konstitusionalitas pengadaan tanah bergantung pada keberadaan pengendalian negara yang efektif terhadap tujuan 

dan pelaksanaan proyek. Namun, batas antara kepentingan publik dan kepentingan komersial dalam skema KPBU adalah 

batas yang rentan dilanggar apabila tidak ada pengujian normatif yang ketat oleh lembaga yang berwenang. Mahkamah 

Konstitusi menekankan prinsip checks and balances dalam proses pengadaan tanah, termasuk mekanisme konsultasi publik 

yang bermakna dan penilaian ganti kerugian yang independen [4]. Oleh karena itu, negara harus menetapkan standar 

operasional yang jelas untuk mencegah komersialisasi berlebihan yang mengorbankan hak-hak pemilik tanah terdampak. 

 
Berbeda dengan Indonesia, Kenya mengatur compulsory acquisition melalui Land Act No. 6 of 2012 Part VIII (Sections 

107–135) yang secara tegas membatasi pengambilalihan tanah hanya untuk 'a public purpose or in the public interest.' 

Constitution of Kenya 2010 Article 40(3)(b) memperkuat ketentuan ini dengan menyatakan bahwa negara tidak boleh 

merampas hak milik seseorang kecuali: (i) for a public purpose or in the public interest dan (ii) subject to compensation in 

accordance with this Article and a written law. Kenya juga memperkenalkan skema PPP melalui Public Private Partnerships 

Act No. 15 of 2021 yang menggantikan rezim sebelumnya, namun regulasi ini juga tidak secara eksplisit mengatur 

kualifikasi ulang definisi kepentingan publik dalam konteks proyek yang melibatkan mitra swasta dengan orientasi 

komersial. Proyek Nairobi Expressway yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan China Road and Bridge 

Corporation (CRBC) melalui skema PPP menunjukkan eminent domain digunakan untuk mendukung proyek infrastruktur 

dengan dimensi komersial yang kuat [25]. Dalam proyek ini, lahan masyarakat di sepanjang koridor jalan tol diambil alih 

untuk pembangunan jalan tol berbayar yang tarifnya relatif tinggi [26], sehingga sebagian besar masyarakat lokal yang 

tanahnya digusur justru tidak mampu menikmati akses terhadap infrastruktur yang dibangun di atas tanah mereka sendiri. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang apakah public purpose yang diklaim telah terpenuhi secara substantif 

atau hanya bersifat formal belaka. 

 
Doktrin public use doctrine dalam tradisi common law yang berkembang sejak putusan Kelo v. City of New London (545 U.S. 

469, 2005) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa definisi kepentingan publik terus mengalami perluasan (expansive 

reading) hingga mencakup manfaat ekonomi tidak langsung seperti peningkatan pendapatan pajak dan penciptaan lapangan 

kerja [27]. Putusan Kelo mengizinkan kota New London menggunakan eminent domain untuk mengalihkan lahan warga 

kepada pengembang swasta dengan alasan bahwa proyek tersebut akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan 

pendapatan pajak [28], meskipun manfaat ekonominya bersifat spekulatif. Perluasan ini menuai kritik tajam dari berbagai 

kalangan karena dianggap mengaburkan batas antara kepentingan publik sejati dan kepentingan komersial yang 

diselubungi narasi pembangunan. Yurisprudensi Kenya melalui perkara Patrick Musimba v. National Land Commission & 4 

others eKLR dan Mitu-Bell Welfare Society v. Kenya Airports Authority [2021] eKLR menunjukkan bahwa Mahkamah Agung 

Kenya cenderung mengambil pendekatan yang lebih protektif terhadap hak milik dibandingkan pendekatan Kelo [29]. Dalam 

putusan-putusan tersebut, pengadilan menegaskan bahwa hak atas properti harus dibaca secara holistik dengan Article 43 

Constitution of Kenya 2010 tentang hak-hak sosial ekonomi, sehingga proses pengadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari 

kewajiban negara untuk memastikan bahwa kepentingan publik yang diklaim benar-benar berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat luas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengujian yudisial terhadap definisi kepentingan publik 

dalam proyek KPBU dapat menjadi mekanisme korektif yang efektif. 

 
Parameter ganti kerugian yang layak (just compensation) merupakan elemen esensial yang membedakan eminent domain 

yang sah secara hukum dari perampasan sewenang-wenang. Dalam hukum internasional, Hull Formula yang berakar dari 

kasus Chorzów Factory (PCIJ 1928) menetapkan tiga kriteria ganti rugi yang memenuhi standar "layak", yakni adequate 

(memadai dalam arti mencerminkan nilai penuh properti), effective (dibayar dalam bentuk yang dapat digunakan oleh 

penerima), dan prompt (dibayar tepat waktu tanpa penundaan yang tidak beralasan) [30]. Indonesia mengadopsi parameter 

ganti kerugian dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menetapkan bahwa ganti kerugian dihitung 

berdasarkan nilai tanah, nilai bangunan, nilai tanaman, nilai benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang 

dapat dinilai. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2021 yang secara normatif terlihat komprehensif. Namun, parameter "kerugian lain yang dapat dinilai" atau 

consequential losses dalam praktiknya sering diinterpretasikan secara sempit oleh tim penilai independen (appraisal), 

sehingga komponen non-fisik seperti hilangnya mata pencaharian, putusnya jaringan sosial, dan tergusurnya nilai budaya 

tidak tercermin secara memadai dalam besaran ganti kerugian [31]. Ketiadaan panduan standardisasi yang rigid untuk 

menilai kerugian non-fisik ini menyebabkan praktik ganti rugi di Indonesia cenderung bersifat reduksionistik dan tidak 

restitutif. 

 
Kenya merumuskan parameter ganti kerugian secara lebih progresif melalui Section 111 jo. First Schedule Land Act No. 6 

of 2012 yang menetapkan bahwa kompensasi harus mencakup the market value of the land, any disturbance allowance, any 

transport allowance, any loss of profits or accommodation, and any other prescribed allowance. Constitution of Kenya Article 

40(3) secara eksplisit menggunakan frasa “prompt, full, and just compensation”, yang secara tekstual lebih maju 

dibandingkan rumusan Indonesia karena mewajibkan adanya disturbance allowance sebesar 15 persen dari nilai pasar 

sebagai kompensasi atas hilangnya kenyamanan dan gangguan psikososial yang dialami pemilik tanah. Namun, tantangan 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2443-3497
https://doi.org/10.21070/jihr
https://umsida.ac.id/


Rechtsidee 

Vol. 14 No. 2 (2026): December 

DOI: 10.21070/jihr.v14i2.1157 

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). 

12/17 

 

 

implementasi di Kenya justru terletak pada mekanisme penilaian (valuation) yang dilakukan secara eksklusif oleh Chief 

Government Valuer di bawah kementerian secara terpusat, tanpa pengawasan independen yang memadai dari National 

Land Commission (NLC) [32]. Akibatnya, nilai yang ditetapkan sering kali bias dan berada di bawah harga riil pasar karena 

ketimpangan informasi (market data asymmetry), sehingga memicu konflik penilaian (valuation disputes) yang 

berkepanjangan. Dalam banyak kasus, masyarakat terdampak terpaksa menerima ganti rugi yang tidak adil karena tidak 

memiliki sumber daya untuk menggugat penilaian pemerintah melalui jalur litigasi yang mahal dan memakan waktu [33]. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan norma dalam teks undang-undang tidak menjamin keadilan substantif jika tidak 

didukung oleh kelembagaan penilaian yang independen, transparan, dan partisipatif. 

 
Ganti kerugian yang layak menurut difference principle John Rawls tidak cukup diukur semata-mata dari nilai pasar tanah 

(market value approach) karena pendekatan ini mengabaikan posisi rentan kelompok masyarakat yang paling terdampak. 

Rawls dalam A Theory of Justice (1971) menegaskan bahwa ketidaksetaraan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila 

ketidaksetaraan tersebut menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung (the least advantaged) [34]. Dalam konteks 

pengadaan tanah untuk jalan tol komersial, prinsip ini menuntut agar besaran dan mekanisme ganti kerugian secara khusus 

memperhatikan dampak yang ditanggung oleh petani kecil, masyarakat adat, dan penghuni informal (informal settlers) yang 

justru menanggung beban terbesar dari proyek infrastruktur. Kelompok-kelompok ini sering kali tidak memiliki dokumen 

hak formal atas tanah yang mereka tempati secara turun-temurun, sehingga dalam proses ganti rugi mereka diperlakukan 

sebagai pihak yang tidak memiliki hak atau squatters yang hanya berhak atas kompensasi minimal. Keberadaan fisik dan 

ketergantungan ekonomi mereka pada tanah tersebut seharusnya menjadi dasar untuk memberikan kompensasi yang 

memungkinkan pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration), bukan sekadar penggantian nilai aset fisik. Oleh 

karena itu, penerapan difference principle Rawls dalam kebijakan ganti rugi pengadaan tanah menghendaki adanya 

affirmative measures yang secara proporsional menguntungkan kelompok rentan. 

 
Tabel 1. Perbandingan Konstruksi Normatif dan Implementasi Eminent Domain dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol antara 

Indonesia dan Kenya 

 

Aspek Perbandingan Indonesia Kenya 

Dasar Hukum Eminent 
Domain/Compulsory Acquisition 

UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 6 
Tahun 2023, PP No. 19 Tahun 2021 

Constitution of Kenya 2010 Article 
40(3), Land Act No. 6 of 2012 Part 

VIII 

Definisi kepentingan umum Terbuka & evaluatif 
Jalan tol = kepentingan umum tanpa 

membedakan tarif/gratis 

Terbatas namun tidak operasional 
Dibatasi pada public purpose or 

public interest 

Legitimasi KPBU/PPP Formal publicness 
Swasta boleh laksanakan pengadaan 

tanah langsung; tidak ada uji 
distribusi manfaat 

Formal + ruang korektif 
Nairobi Expressway: penggusuran 
untuk jalan berbayar tarif tinggi; 

yurisprudensi mulai menguji 
substantif 

Parameter ganti kerugian Komprehensif, implementasi sempit 
Nilai fisik + kerugian lain; 

komponen non-fisik ditafsir sempit 
oleh appraisal 

Lebih progresif secara teks 
Market value + disturbance 

allowance 15% + loss of profits; 
tapi penilaian terpusat & tidak 

independen 

 

Perbandingan antara Indonesia dan Kenya mengungkapkan adanya normative gap yang bersifat struktural: regulasi 

pengadaan tanah di kedua negara dirancang dalam logika proyek publik murni tanpa mempertimbangkan secara memadai 

realitas implementasi dalam skema KPBU/PPP yang memiliki dimensi komersial signifikan. Teori "publicness" yang 

dikembangkan oleh Amnon Lehavi dan Amir Licht membedakan antara formal publicness (kepentingan publik berdasarkan 

klaim formal dan legalistik negara) dan substantive publicness (kepentingan publik yang terukur dari distribusi manfaat 

nyata dan inklusif kepada masyarakat) [35]. Indonesia maupun Kenya cenderung masih beroperasi pada tingkat formal 

publicness dalam proyek jalan tol KPBU/PPP, di mana legitimasi pengadaan tanah hanya ditopang oleh dokumen penetapan 

lokasi resmi tanpa pengujian yang memadai terhadap distribusi manfaat aktualnya. Jalan tol berbayar dengan tarif yang 

relatif tinggi secara inheren mengeksklusi kelompok ekonomi lemah yang tanahnya digusur, karena mereka tidak memiliki 

kemampuan finansial untuk mengakses infrastruktur yang dibangun di atas tanah yang dulu mereka miliki. Kondisi ini 

menciptakan ironi di mana negara menggunakan kekuasaan paksanya untuk mengambil tanah dari kelompok rentan demi 

membangun infrastruktur yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok berdaya. 

 

B. Perbandingan Sistem Civil Law dan Common Law dalam Penyelesaian Sengketa 

Pengadaan Tanah serta Konstruksi Model Hukum yang Ideal 

Perbedaan antara sistem civil law dan common law bukan sekadar perbedaan teknis prosedural, melainkan mencerminkan 

perbedaan epistemologi hukum yang mendasar dalam memahami hubungan antara negara, individu, dan hak milik. René 

David dan John Brierly dalam karya klasiknya "Major Legal Systems in the World Today" (1978) menjelaskan bahwa civil law 
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menempatkan kodifikasi sebagai sumber hukum primer dan hakim sebagai penerap norma tertulis (bouche de la loi), 

sementara common law menempatkan preseden yudisial (stare decisis) sebagai sumber hukum yang sama kuat dengan 

legislasi tertulis [36]. Perbedaan epistemologi ini berdampak langsung pada bagaimana sengketa pengadaan tanah 

dikonstruksi, diproses, dan diselesaikan di masing-masing sistem hukum. Dalam kerangka teori hukum responsif yang 

dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, sistem hukum yang baik bukan hanya yang mampu menegakkan 

norma secara formal, melainkan yang mampu merespons kebutuhan substantif masyarakat secara adaptif [37]. Kualitas 

penyelesaian sengketa pengadaan tanah tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan regulasi, melainkan oleh sejauh 

mana sistem hukum mampu mengakomodasi kepentingan yang saling bersaing secara proporsional dan berkeadilan. 

 
Indonesia sebagai negara civil law menempatkan penyelesaian sengketa pengadaan tanah dalam struktur norma yang 

hierarkis dan terkodifikasi. Mekanisme keberatan terhadap nilai ganti kerugian awalnya diatur secara berjenjang melalui 

Pasal 37–40 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 yang membuka jalur permohonan ke Pengadilan Negeri hingga upaya 

hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja secara 

fundamental memangkas birokrasi peradilan ini dengan menghapus jalur Kasasi, sehingga berdasarkan Pasal 38 Undang-

Undang No. 2 Tahun 2012 yang telah diubah, putusan Pengadilan Negeri kini bersifat final and binding dengan tenggat 

waktu penyelesaian maksimal 30 hari kerja sejak permohonan diterima. Struktur normatif yang diperbarui ini 

mencerminkan karakteristik tradisi civil law yang mengutamakan kepastian hukum prosedural (formal legality) demi 

efisiensi negara. Kelemahan mendasar dari desain ini adalah ruang lingkup pengujian peradilan yang dipersempit secara 

paksa dan hanya dibatasi pada "bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian" sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1),  

bukan pada keabsahan penetapan lokasi atau urgensi substantif dari klaim kepentingan umum itu sendiri. 

 
Pembatasan lingkup kompetensi absolut peradilan ini secara normatif menutup pintu bagi pemilik tanah untuk menguji 

apakah pencabutan hak milik mereka benar-benar memenuhi prinsip necessity dalam doktrin eminent domain. Selain jalur 

pengadilan perdata, Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2012 membuka ruang untuk mengajukan gugatan terhadap penetapan lokasi 

melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun dalam praktiknya, jalur PTUN menghadapi kendala karena 

pengujian PTUN terbatas pada aspek prosedural keputusan tata usaha negara (beschikking), sementara pengujian 

substantif terhadap kesesuaian proyek dengan kepentingan publik yang sejati nyaris tidak pernah dilakukan [38]. Kondisi ini 

memperkuat argumen bahwa sistem civil law Indonesia, dalam konteks pengadaan tanah, lebih berorientasi pada legal 

certainty bagi negara daripada pada substantive justice bagi individu terdampak, sebuah pilihan politik hukum yang sadar 

untuk meminimalkan hambatan terhadap proyek strategis nasional. 

 
Kenya sebagai negara common law memiliki mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan tanah yang secara struktural  

lebih terbuka terhadap pengujian substantif. Section 130 Land Act No. 6 of 2012 memberikan hak kepada pihak yang 

terdampak untuk mengajukan keberatan tidak hanya terhadap besaran kompensasi, tetapi juga terhadap keputusan 

pengambilalihan itu sendiri (the decision to acquire). Environment and Land Court Act No. 19 of 2011 membentuk 

Environment and Land Court (ELC) sebagai pengadilan khusus yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menangani sengketa 

pertanahan, termasuk sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan publik. Karakter common law yang menempatkan 

preseden yudisial sebagai sumber hukum yang otonom memberikan fleksibilitas interpretif yang signifikan bagi pengadilan 

Kenya. Hakim tidak sekadar menerapkan teks undang-undang, melainkan aktif mengembangkan doktrin hukum melalui 

yurisprudensi yang dapat mengoreksi kekakuan regulasi tertulis [39]. 

 
Berbeda dengan kekakuan di Indonesia, yurisprudensi Kenya sebagaimana terlihat dalam perkara Coastal Aquaculture Ltd 

v. Commissioner of Lands dan dipertegas oleh ELC dalam perkara Patrick Musimba v. National Land Commission & 4 others 

menegaskan bahwa cacat prosedur dalam notifikasi dan konsultasi publik dapat membatalkan legitimasi seluruh proses 

pengambilalihan lahan, terlepas dari seberapa mendesaknya tujuan pembangunan publik yang diklaim oleh pemerintah [40]. 

Constitution of Kenya 2010 memainkan peran sentral dalam memperkuat posisi individu dalam sengketa pengadaan tanah 

melalui jaminan konstitusional yang komprehensif dan mekanisme penegakan yang efektif. Article 22 Konstitusi Kenya 2010 

memberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan petisi ke pengadilan apabila hak-hak konstitusionalnya terancam 

atau dilanggar, termasuk hak atas properti yang dijamin dalam Article 40, sehingga sengketa pengadaan tanah dapat 

langsung dibawa ke ranah konstitusional tanpa harus melalui prosedur administratif yang berbelit. 

 
Article 23(3) memberikan kepada pengadilan kewenangan luas untuk menetapkan relief yang dianggap tepat dalam konteks 

pelanggaran hak konstitusional, termasuk conservatory orders yang dapat menghentikan sementara proyek konstruksi, 

declaration of rights, injunctions, dan kompensasi. Kewenangan ini secara substansial lebih luas dibandingkan remedium 

yang tersedia melalui mekanisme keberatan dalam sistem Indonesia, di mana pengadilan perdata hanya dapat mengubah 

besaran ganti rugi tanpa kewenangan untuk membatalkan proyek atau menghentikan pelaksanaan pengadaan tanah. 

Namun, sistem common law Kenya juga memiliki kelemahan yang tidak dapat diabaikan di mana proses litigasi di Kenya 

cenderung memakan waktu lama dan berbiaya tinggi [41], sehingga secara de facto menutup akses keadilan bagi kelompok 

masyarakat rentan yang paling membutuhkan perlindungan. Selain itu, ketergantungan pada preseden dapat menimbulkan 

ketidakpastian ketika suatu isu hukum belum memiliki yurisprudensi yang mapan. 

 
Chalmers Johnson melalui teori negara pembangunan (developmental state) menempatkan pertumbuhan ekonomi dan 

akselerasi infrastruktur sebagai prioritas utama, dengan konsekuensi bahwa hak-hak individu termasuk hak milik 

diperlakukan sebagai variabel yang dapat dikondisikan demi kepentingan pembangunan nasional [42]. Indonesia maupun 

Kenya, menunjukkan karakteristik negara pembangunan dalam desain regulasi pengadaan tanahnya dengan intensitas dan 

manifestasi yang berbeda sesuai dengan tradisi hukum masing-masing. Indonesia menampilkan orientasi developmental 

state yang lebih eksplisif dan agresif melalui pembatasan lingkup keberatan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, 

pengetatan tenggat waktu peradilan yang bias pada kelancaran proyek, serta mekanisme penitipan ganti kerugian 

(consignment) di pengadilan yang mempercepat pengalihan hak milik. Rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Cipta Kerja semakin mempertegas karakteristik ini dengan mengamandemen Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012, yang menentukan bahwa begitu uang ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri, hak atas tanah dari pemilik lama 
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demi hukum langsung hapus dan beralih menjadi milik negara tanpa perlu menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. 

 
Konsekuensi dari kebijakan konsinyasi dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang telah diubah oleh Undang-

Undang Cipta Kerja adalah bahwa pengambilalihan fisik lahan dapat dieksekusi secara instan tanpa perlu menunggu 

sengketa substansi selesai di pengadilan. Pilihan politik hukum yang secara sadar memprioritaskan speed and efficiency ini 

secara struktural melumpuhkan daya tawar pemilik tanah karena mereka dipaksa menerima realitas kehilangan hak 

miliknya, sementara ruang untuk menguji keabsahan tindakan eminent domain negara telah ditutup sejak awal proses. 

Dalam perspektif teori rule of law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, prinsip supremasi hukum mensyaratkan bahwa tidak 

seorang pun dapat dirampas haknya kecuali melalui proses hukum yang adil dan setara (equality before the law) [43], 

namun kebijakan eksekusi langsung ini menciptakan ketidaksetaraan prosedural yang fundamental antara negara yang 

memiliki kekuasaan dan individu yang kehilangan tanahnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem civil law Indonesia telah 

mengorbankan prinsip due process of law demi kepentingan efisiensi proyek, sebuah pilihan yang secara normatif patut 

dipertanyakan dari perspektif perlindungan hak asasi manusia. 

 
Di sisi lain, Kenya menampilkan ketegangan yang lebih terbuka antara orientasi pembangunan dan komitmen konstitusional 

terhadap hak asasi manusia, di mana Konstitusi 2010 yang progresif dengan Bill of Rights yang komprehensif menciptakan 

ruang kontestasi yang lebih lebar antara negara dan warga terdampak. Namun, konteks geopolitik dan kebutuhan investasi 

asing dalam proyek infrastruktur seperti Nairobi Expressway yang didanai oleh perusahaan China mendorong pemerintah 

Kenya untuk beroperasi dalam logika developmental state yang kadang bergesekan dengan jaminan konstitusional tersebut 

[44]. Tegangan ini mencerminkan apa yang oleh Upendra Baxi sebut sebagai "trade-related, market-friendly human rights", 

yaitu kondisi di mana hak asasi manusia diakomodasi sebatas tidak mengganggu kepentingan investasi dan pembangunan 

ekonomi nasional [45], sehingga jaminan konstitusional yang progresif sering kali tereduksi dalam praktik implementasinya. 

Konstruksi model hukum yang ideal untuk menyeimbangkan kepentingan publik dan perlindungan hak milik dalam konteks 

pengadaan tanah jalan tol tidak dapat sepenuhnya mengadopsi salah satu sistem secara utuh, melainkan perlu dibangun 

melalui pendekatan integratif yang mengambil kekuatan fungsional dari kedua tradisi hukum sekaligus mengoreksi 

kelemahan masing-masing. Pendekatan ini sejalan dengan konsep legal transplant yang dikemukakan oleh Alan Watson, 

namun dengan modifikasi kritis dari Pierre Legrand yang mengingatkan bahwa transplantasi norma hukum tidak pernah 

bersifat netral karena ia selalu berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan politik tempat norma itu ditanamkan [46]. 

 
Model hukum ideal yang dapat dikonstruksi setidaknya memuat lima elemen esensial yang mengintegrasikan keunggulan 

kedua sistem sekaligus mengatasi kelemahan strukturalnya. Elemen pertama adalah definisi kepentingan umum yang 

operasional dan terukur melalui substantive public purpose test, yang mewajibkan regulasi secara eksplisit menetapkan 

kriteria yang membedakan proyek publik murni dari proyek KPBU/PPP dengan mensyaratkan bukti distribusi manfaat yang 

nyata kepada masyarakat luas sebagai prasyarat penggunaan eminent domain. Elemen ini mengadopsi pendekatan 

pengujian substantif yang lebih berkembang dalam tradisi common law Kenya dan yurisprudensi Mahkamah Agung Kenya 

yang membaca hak milik secara holistik dengan hak-hak sosial ekonomi dalam Article 43 Konstitusi Kenya 2010. Elemen 

kedua adalah mekanisme konsultasi publik yang bermakna (meaningful public participation) dengan mengacu pada prinsip 

Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagaimana diatur dalam UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

(UNDRIP) 2007. Prinsip FPIC menegaskan bahwa konsultasi tidak boleh sekadar formalitas administratif, melainkan harus 

memberi peluang nyata bagi masyarakat terdampak untuk memengaruhi keputusan [47], termasuk keputusan tentang 

apakah pengambilalihan diperlukan dan bagaimana dampaknya dimitigasi secara proporsional. 

 
Elemen ketiga adalah parameter ganti kerugian yang komprehensif dan independen, yang melampaui pendekatan market 

value semata dengan mencakup consequential losses secara penuh seperti hilangnya mata pencaharian, biaya relokasi, dan 

dampak psikososial. Parameter ini harus dinilai oleh penilai independen yang tidak berada di bawah pengaruh eksklusif 

pemerintah maupun badan usaha pelaksana proyek, mengoreksi kelemahan penilaian yang ditemukan di kedua sistem di 

mana di Indonesia parameter "kerugian lain yang dapat dinilai" sering diinterpretasikan sempit sementara di Kenya 

penilaian terpusat oleh Chief Government Valuer menciptakan bias sistematis. Elemen keempat adalah akses keadilan yang 

efektif dan terjangkau (accessible judicial review), di mana sistem pengujian yudisial harus mencakup hak untuk 

mempersoalkan baik aspek kuantitatif besaran ganti kerugian maupun aspek kualitatif-substantif keabsahan keputusan 

pengambilalihan itu sendiri. Sistem ini harus dilengkapi dengan mekanisme bantuan hukum (legal aid) yang memadai bagi 

kelompok rentan, serta pemulihan hak kasasi ke Mahkamah Agung yang telah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja di 

Indonesia, guna menjamin adanya mekanisme kontrol yudisial bertingkat (multi-tiered judicial review). 

 
Elemen kelima adalah mekanisme pemantauan pasca-pengambilalihan (post-acquisition monitoring), di mana negara 

memiliki kewajiban normatif untuk memastikan bahwa manfaat proyek infrastruktur benar-benar dirasakan oleh komunitas 

terdampak, bukan hanya oleh pengguna jalan tol atau investor [48]. Kewajiban ini dapat dikonstruksi sebagai bagian dari 

social obligation dalam perjanjian KPBU/PPP yang jika tidak dipenuhi dapat menjadi dasar gugatan hukum oleh masyarakat 

untuk memperoleh ganti rugi restitutif dan rehabilitatif (restitutory and rehabilitation enforcement). Secara filosofis, model 

ideal ini berlandaskan pada konsepsi "hak milik sebagai hubungan sosial" (property as social relation) yang dikembangkan 

oleh Gregory Alexander dan Eduardo Peñalver dalam teori social obligation norm. Alexander dan Peñalver berpendapat 

bahwa hak milik bukan sekadar hak eksklusif individu, melainkan selalu terikat dengan kewajiban sosial yang timbul dari 

kedudukan pemilik dalam komunitas [49], sehingga kepemilikan tanah selalu mengandung dimensi tanggung jawab 

terhadap kepentingan kolektif. 

 
Pendekatan social obligation norm mengimplikasikan bahwa kepentingan publik dan hak milik privat bukanlah dua kutub 

yang saling berlawanan, melainkan dua dimensi dari satu relasi hukum yang harus diseimbangkan secara kontekstual dan 

proporsional. Keseimbangan ini tidak boleh dicapai dengan memenangkan salah satu kepentingan atas yang lain secara 

absolut, tetapi dengan memastikan bahwa setiap pengambilalihan hak milik menghasilkan kondisi yang secara keseluruhan 

lebih adil bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk kelompok masyarakat yang paling rentan. Konstruksi model ideal ini 

juga perlu diposisikan dalam kerangka global administrative law yang menekankan bahwa tata kelola di era global termasuk 
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pengadaan tanah dalam proyek infrastruktur yang melibatkan pembiayaan dan pelaksana internasional harus tunduk pada 

prinsip-prinsip legality, rationality, proportionality, rule of law, dan respect for human rights [50]. Kerangka global 

administrative law relevan karena proyek jalan tol KPBU/PPP di Indonesia maupun Kenya tidak beroperasi dalam vakum 

hukum domestik semata, melainkan bersinggungan dengan norma hukum internasional dan standar tata kelola global yang 

semakin mengikat secara substantif. Keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak milik harus menjadi 

parameter utama dalam menilai legitimasi setiap tindakan pengambilalihan tanah oleh negara. 

 

Simpulan 

Indonesia dan Kenya sama-sama mengakui legitimasi eminent domain sebagai instrumen hukum untuk mendukung 

pembangunan infrastruktur jalan tol, namun keduanya menghadapi persoalan normatif yang serupa berupa kaburnya batas 

antara kepentingan umum dan kepentingan komersial dalam proyek berbasis KPBU/PPP. sistem civil law Indonesia lebih 

menekankan kepastian hukum dan efisiensi pembangunan melalui pengaturan yang terkodifikasi, sedangkan sistem common 

law Kenya memberikan ruang yang lebih luas bagi pengujian substantif terhadap tindakan pengambilalihan tanah melalui 

mekanisme konstitusional dan yurisprudensial. perlindungan hak milik privat tidak cukup dijamin melalui pemberian ganti 

kerugian berdasarkan nilai pasar semata, melainkan memerlukan pengakuan terhadap kerugian sosial, ekonomi, dan 

kultural yang timbul akibat pengadaan tanah. Oleh karena itu, model hukum yang ideal perlu dibangun melalui sintesis 

keunggulan kedua sistem dengan menekankan pengujian substantif terhadap konsep kepentingan umum, konsultasi publik 

yang bermakna, kompensasi yang komprehensif, akses keadilan yang efektif, dan mekanisme pengawasan pasca-

pengambilalihan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi pengadaan tanah yang lebih berorientasi pada 

keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak milik, serta membuka ruang bagi penelitian 

selanjutnya mengenai implementasi model tersebut dalam proyek infrastruktur strategis di negara-negara berkembang. 
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